WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR =“2TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
mensukseskan pelaksanaan kegiatan Pemilihan
Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Pemerintah
Kota Banjarmasin memberikan dana hibah
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota
Banjarmasin dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Banjarmasin untuk pelaksanaan
kegiatan tersebut;

bahwa belanja hibah kegiatan pemilihan adalah
belanja yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 untuk
diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Badan
Pengawas Pemilu, Kepolisian Resor Kota
Banjarmasin dan Komando Distrik Militer
1007 /Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah
Untuk Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repulik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6863);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.0S/
2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah
Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
812);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.0S5/
2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 990);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening
Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 183/ PMK.05/2019 tentang Pengelolaan
Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/
Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1549); .

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

18.

19.

20.

21.

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.05/
2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1454);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun
2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
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Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Untuk
Kegiatan Pemilihan Kepala  Daerah  Kota
Banjarmasin Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Penerima dana hibah Pemilihan Kepala Daerah
Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib memenuhi kelengkapan
administrasi pengajuan permohonan bantuan
dan membuat pertanggungjawaban penggunaan
dana tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin
melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada
kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasm
Pada tanggal -2 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©“3TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

NO NAMA PENERIMA HIBAH JUMLAH DANA

1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Rp30.000.000.000,00
Banjarmasin

2 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Rp7.788.001.800,00
Kota Banjarmasin

3 Kepolisian Resor Kota (Polresta) Rp6.615.716.000,00
Banjarmasin

4 Komando Distrik Militer Rp2.051.773.000,00
1007 /Banjarmasin

JUMLAH Rp46.455.490.800,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

_,{,,

IBNU SINA



